
  

BAB  II 

PENGERTIAN UMUM TENTANG KONTRAK 

 

A. Pengertian Kontrak 

 Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian, sehingga membicarakan 

kontrak sama dengan membahas pengertian perjanjian. 

 Apabila membicarakan perjanjian, terlebih dahulu diketahui apa 

sebenarnya perjanjian itu dan dimana dasar hukumnya. Perjanjian yang 

dimaksudkan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang 

berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan 

khusus. 

Perkataan perikatan (Verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari 
perkataan ― perjanjian ―, sebab dalam Buku III itu ada juga diatur perihal 
perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber 
pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang 
timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechmatigedaad) dan 
perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain 
yang tidak berdasarkan persetujuan (zaak waarnening). Tetapi, sebagian 
besar dari Buku III ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul 
dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian.10 

 

 Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan oleh Buku III KUH 

Perdata itu adalah: ―Suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta 

benda) antara dua orang, yang   memberikan   kepada   yang   satu untuk 

menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini 
                                                           

10R.subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata,penerbit PT Intermasa, Jakarta,2005. Hal 122 
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diwajibkan memenuhi tuntutan itu‖.11 

 Perikatan, yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu, 

mengatur tentang persetujuan – persetujuan tertentu yang disebut dengan 

perjanjian bernama, artinya disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur 

dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan di samping perjanjian 

bernama juga terdapat perjanjian yang tidak bernama, yang tidak diatur dalam 

undang-undang, misalnya perjanjian sewa beli  dan lain sebagainya. 

―Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian suatu hubungan 

hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak 

pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada 

pihak lain untuk menunaikan prestasi‖.12 

 Perikatan seperti yang dimaksudkan di atas, paling banyak dilahirkan 

dari suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. 

Peristiwa ini paling tepat dinamakan ― perjanjian yaitu suatu peristiwa yang 

berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan 

perjanjian sudah sangat populer di kalangan rakyat‖.13 

 

                                                           
11 Ibid, hal. 122. 
12 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, 

hal. 6. 
13 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1976,  

hal. 12. 
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 Demikian pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan : 

― Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara 

dua pihak,  dalam   mana   satu   pihak   berjanji  atau  dianggap berjanji untuk 

melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji 

itu ―.14 

 Menurut Pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan 

baik karena undang-undang, maupun karena adanya suatu perjanjian . Dengan 

demikian maka harus terlebih dahulu adanya suatu perjanjian atau undang-

undang, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang-undang itu 

merupakan sumber suatu ikatan. 

 Dasar hukum dari persetujuan adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 

yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan sumber 

perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibagi dua pengertian yaitu 

undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang. Karena 

undang-undang saja misalnya kewajiban atau hak orang tua terhadap anak,dan 

sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak 

berkemampuan. 

 

                                                           
 14 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan – persetujan 

Tertentu, Penerbit Sumur, Bandung, 1985, hal. 7. 
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 Undang-undang karena perbuatan orang dapat dibagi dalam dua 

pengertian yaitu perbuatan yang diperbolehkan undang-undang dan perbuatan 

yang melawan  hukum. Yang diperbolehkan undang-undang misalnya :  

mengurus harta orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, sedangkan 

perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain. 

 Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang saja dan undang-

undang karena perbuatan orang, bukanlah merupakan perjanjian karena kedua 

macam perikatan tersebut tidak mengandung unsur janji. Dimana seseorang 

tidak dapat dikatakan berjanji hal sesuatu, apabila sesuatu kewajiban 

dikenakan kepadanya oleh undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan 

melawan hukum secara bertentangan lansung dengan kemauannya. Dalam hal 

ini akan difokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan 

atau perjanjian. 

 Perihal hukum perjanjian sebagai termuat dalam Buku III KUH Perdata 

yang berjudul tentang perikatan, yang keseluruhannya terdiri atas delapan 

belas bab (bab I sampai dengan bab XVIII). Bab I sampai dengan IV mengatur 

tentang : 

I : Perikatan pada umumnya 

II :  Perikatan yang lahir dari perjanjian 

III :  Perikatan yang lahir dari undang-undang 
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IV :  Mengatur tentang hapusnya perikatan. 

 Sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur tentang 

perjanjian-perjanjian khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanjian-

perjanjian yang selalu terjadi dalam masyarakat, dan lajim disebut perjanjian 

bernama. 

 Kalau diperhatikan dari hal perikatan dalam Buku III antara yang diatur 

pada Bab I sampai dengan Bab IV adalah mengatur tentang pokok-pokok 

perikatan, sedang kan bab V sampai dengan Bab XVIII memuat pembahasan 

lebih lanjut, kadang-kadang pengulangan dari bahagian umum. Jadi bahagian 

umum dari Buku III tersebut pada  dasarnya berlaku terhadap semua 

perjanjian, baik bernama maupun yang tidak bernama. 

 Misalnya : Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat 

sahnya perikatan, haruslah diberlakukan pada semua perjanjian yang ada 

dalam Bab V sampai Bab XVIII. 

Sistim dan azas yang terkandung dalam buku ke III, KUH Perdata adalah 

sistim terbuka, dan berbeda dengan sistim tertutup yang terkandung 

dalam Buku ke – II dimana para pihak tidak dapat menentukan lain 

selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sistim terbuka berarti 

bahwa para pihak dapat menentukan lain pada yang lain telah ditentukan 

oleh Undang-Undang. Jadi dengan kata lain bahwa Buku ke – III tersebut 

mengatur secara tersendiri, atau dapat juga disebut azas kebebasan 
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berkontrak dalam membuat perjanjian (Beginsel Der Contracts 

Vrijheid).15 

 

  Azas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 

1 yang  menerangkan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  

berlaku      sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para 

pihak leluasa untuk membuat perjanjian macam apa saja asal tidak melanggar 

ketertiban umum dan kesusilaan. Perkataan semua sebagai tertera didalam 

Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat pula dianggap sebagai suatu 

pernyataan-pernyataan lainnya yang juga tertuju atau ditujukan kepada 

masyarakat. 

 Selain menganut azas kebebasan berkontrak seperti yang disebut di 

atas, juga   pasal - pasal   dari   hukum   perjanjian   merupakan  hukum  

pelengkap  atau aanvullende recht yang mengandung arti bahwa pasal-pasal 

dalam hukum perjanjian itu   boleh  masuk   disingkatkan   manakala   

dikehendaki   oleh  pihak yang membuat perjanjian. Mereka pada umumnya 

diperbolehkan membuat perjanjian tersendiri atau ketentuan sendiri yang 

menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. ―Jadi undang-undang 

hanyalah baru berarti jika ditunjuk. 

                                                           
15 R.Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995,  hal. 4 
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Maka  diartikan di sini bahwa  mereka mengenai soal yang satu ini akan 

tunduk kepada Undang-undang.16 

 Dengan demikian melihat uraian singkat tersebut diatas nyatalah 

berlainan dengan sistim tertutup, sebagaimana yang dianut dalam Buku ke- 

Dua KUH Perdata, dimana para pihak tidak menentukan lain, selain yang telah 

ditentukan dalam undang-undang.  

 Disamping sistim terbuka dari hukum perjanjian, juga mengandung 

suatu pengertian yang mungkin atau memungkinkan terciptanya perjanjian-

perjanjian khusus yang telah diatur seperti yang kerap kali ditimbulkan dalam  

praktek sehari-hari ataupun karena kebiasaan. 

 Suatu hal  sudah dianggap sah, dalam arti sudah mempunyai akibat 

hukum atau sudah mengikat apabila sudah tercapai sepakat mengenai hal-hal 

yang pokok dari pada perjanjian itu, atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu 

pada umumnya adalah konsensuil. Penganggapan perjanjian sebagai demikian 

itu berkembang dari hukum perjanjian dalam KUH Perdata, yang mengandung 

pengertian bahwa pada azasnya perjanjian itu telah dilahirkan sejak detik 

tercapainya sepakat atau dengan kata lain perjanjian itu telah sah apabila telah 

tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok tidaklah diperlukan suatu 

formalitas. 

                                                           
16 Ibid, hal. 5. 
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 Sepakat mengenai hal-hal yang pokok misalnya: antara calon pembeli 

dan calon  penjual  telah  tercapai  sepakat  mengenai  barang-barang  dan 

harganya. Maka : ―Dalam hal yang demikian itu dikatakan bahwa antara kedua 

telah tercapai sepakat mengenai yang pokok, dan perjanjian jual beli itupun 

sudahlah dilahirkan dengan segala akibat hukumnya ―.17 

 Perihal tercantumnya azas konsensualitas dalam hukum perjanjian 

lazimnya disimpulkan bahwa Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan 

salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya. 

 Terhadap azas konsensualitas yang dikandung oleh Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana sudah dilihat, ada 

kekecualiannya, yaitu disana sini oleh undang-undang ditetapkan suatu 

formalitas untuk beberapa macam  perjanjian. Misalnya untuk perjanjian 

penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta Notaris 

Perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis dan lain sebagainya. 

 ―Perjanjian-perjanjian untuk itu, ditetapkan suatu formalitas atau 

bentuk cara tertentu sebagaimana sudah kita lihat, yang dinamakan perjanjian 

formil. Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang 

ditetapkan oleh Undang-Undang, maka ia batal demi hukum‖.18 

 

                                                           
17 Ibid, hal. 6. 

 18 R. Subekti, Hukum Perjanjian,Penerbit Intermasa, Jakarta, 2002.Hal.15 
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B. Jenis-Jenis Kontrak 

  Hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu 

terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi 

yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama 

lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu 

mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk 

perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian. 

 Bentuk atau jenis perjanjian  tersebut, tidak ada diatur secara terperinci 

dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh 

masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau 

jenis yang berbeda tentunya. 

 Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Perjanjian Timbal Balik 

 Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan 

kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya : jual beli, sewa-menyewa.  

 Jual-beli itu adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dimana  pihak yang 

pertama ( si penjual ) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, 

sedang pihak kedua (pembeli) berjanji untuk membayar harga, yang terdiri atas 

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut . 

Dari sebutan jual-beli ini memperlihatkan dari satu pihak perbuatan 

dinamakan menjual, sedangkan di pihak lain dinamakan pembeli. Dua 
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perkataan bertimbal   balik   itu, adalah sesuai dengan istilah Belanda 

Koop en verkoop yang mengandung pengertian bahwa, pihak yang satu 

Verkoop (menjual), sedangkan koop adalah membeli.19 

 

2. Perjanjian Sepihak 

 Perjanjian sepihak merupakan kebalikan dari pada perjanjian timbal 

balik. Perjanjian sepihak adalah  perjanjian  yang  memberikan kewajiban 

kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya : Perjanjian hibah. 

 Pasal 1666 KUH Perdata memberikan suatu pengertian bahwa 

penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu 

hidupnya dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik  kembali   

menyerahkan  suatu  barang,  guna keperluan si penerima hibah yang 

menerima penyerahan itu. Perjanjian ini juga selalu disebut dengan perjanjian 

cuma-cuma. 

 Yang menjadi kreteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi 

kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda 

berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah . 

 

 

 

                                                           
19 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1995, hal.2. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



  

3. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani. 

 Perjanjian cuma-cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya 

memberi keuntungan pada satu pihak, misalnya : Perjanjian pinjam pakai. 

Pasal 1740 KUH Perdata menyebutkan bahwa :  Pinjam pakai adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu  memberikan suatu barang  kepada 

pihak yang lainnya, untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa 

yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu 

tertentu, akan mengembalikannya kembali . 

 Sedangkan perjanjian atas beban atau alas hak yang membebani, adalah 

suatu perjanjian dalam mana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selalu 

terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi ini ada 

hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban 

pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya 

A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah 

lepaskan suatu barang tertentu kepada A . 

 

4. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 

 Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, 

maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada diatur dan diberi nama oleh 

undang-undang. Misalnya jual-beli ; sewa-menyewa; perjanjian 

pertanggungan; pinjam pakai dan lain-lain. Sedangkan perjanjian bernama 

adalah merupakan suatu perjanjian yang munculnya berdasarkan praktek 
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sehari-harui. Contohnya : Perjanjian sewa-beli. Jumlah dari perjanjian ini tidak 

terbatas banyaknya. 

 Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan adanya suatu 

azas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan suatu perjanjian atau yang 

lebih dikenal Party Otonomie, yang berlaku di dalam hukum perikatan. 

 

 Contohnya : A ingin membeli barang B, tetapi A tidak mempunyai 

uang sekaligus, dalam hal ini B si empunya barang mengijinkan A untuk 

mempergunakan barang tersebut sebagai penyewa, dan apabila dikemudian 

hari A mempunyai uang, A diberi kesempatan oleh B (si empunya barang) 

untuk membeli lebih dahulu barang tersebut.  Perjanjian sewa beli itu adalah 

merupakan ciptaan yang terjadi dalam praktek .  

 Hal di atas tersebut, memang diizinkan oleh undang-undang sesuai 

dengan azas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat 

(1) KUH Perdata. Bentuk perjanjian sewa beli ini adalah suatu bentuk 

perjanjian jual-beli akan tetapi di lain pihak ia juga hampir berbentuk suatu 

perjanjian sewa-menyewa. 

 Meskipun ia merupakan campuran atau gabungan daripada perjanjian 

jual beli dengan suatu perjanjian sewa menyewa, tetapi ia lebih condong 

dikemukakan semacam sewa menyewa. 
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5. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir 

 Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik 

dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan 

perjanjian obligatoir.  

 Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, 

artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. 

 Untuk berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjual belikan 

masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya 

perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligatoir adalah 

untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu 

penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan apakah perjanjian itu sah menurut 

hukum atau tidak. 

 Objek dari perjanjian obligatoir adalah : Dapat benda bergerak dan 

dapat pula benda tidak bergerak, karena perjanjian obligatoir merupakan 

perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang 

membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, 

timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu. 

 

6. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real 

 Perjanjian konsesual adalah perjanjian yang timbul karena adanya 

persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian 
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disamping adanya persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan 

nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak perjanjian penitipan, 

pinjam pakai. Salah satu contoh uraian diatas yaitu :  ― Perjanjian penitipan 

barang, yang tercantum dalam Pasal 1694 KUH Perdata, yang memberikan 

seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan 

menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya ―.20 

 Dari uraian diatas tergambar bahwa perjanjian penitipan merupakan 

suatu perjanjian real, jadi bukan suatu perjanjian yang baru tercipta dengan 

adanya suatu penyerahan yang nyata yaitu memberikan barang yang dititipkan. 

 Setelah dikemukakan tentang keanekaan dari perjanjian, maka telah 

dapat dikelompokkan bentuk atau jenis-jenis dari perjanjian yang terdapat 

dalam undang-undang maupun di luar undang-undang. 

 Di samping perjanjian yang telah dikemukakan di atas, terdapat lagi 

bentuk-bentuk perjanjian khusus yang berbeda dalam penfsirannya. 

 Mariam Darus Badrulzaman, dalam bukunya Pendalaman Materi 

Hukum Perikatan mengungkapkan : 

suatu perjanjian yaitu perjanjian campuran. Perjanjian campuran ini ialah 

perjanjian yang mengandung   berbagai unsur perjanjian. Misalnya 

pemilik hotel yang menyewakan kamar, disini terlihat ada suatu 

perjanjian sewa-menyewa di samping itu pula menyediakan makanan  

                                                           
20 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 88. 
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yang dengan sendirinya trebentuk pula perjanjian jual-beli. 

 Dalam hal perjanjian campuran ini ada beberapa paham. Paham I 

mengatakan, bahwa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan mengenai 

perjanjian khusus hanya dapat diterapkan secara analogis tidak dapat 

dibenarkan oleh undang-undang. Karena untuk terciptanya suatu perjanjian itu 

harus jelas maksudnya, sehingga apabila tidak jelas maksudnya atau isi dari 

perjanjian itu, akan menyebabkan perjanjian itu menjadi tidak sah. 

Paham II  menyebutkan, ketentuan  yang  dipakai adalah ketentuan dari 

perjanjian yang paling menentukan. 

Paham III menyatakan, ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap 

perjanjian campuran itu  adalah  ketentuan  undang-undang  yang berlaku 

untuk itu ―. 21 

 

C. Syarat Sahnya Kontrak 

 Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

3. Mengenai suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal. 

                                                           
21 Mariam Darus Badrulzaman, Pendalaman Materi Hukum Perikatan, Penerbit Fakultas Hukum 

USU, Medan, 1982, hal. 64. 
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 Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif  karena 

mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan 

itu. 

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa 

kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju 

atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang 

diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga 

dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang 

sama secara timbal-balik, si pembeli menginginkan sesuatu barang si 

penjual .22 

 Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus 

dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus 

diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaaan. 

 Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-

kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat 

mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya. 

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu  

sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. 

                                                           
22 Ibid, hal. 17. 
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Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu 

pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata 

sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi 

pincang tidak sempurna.23 

 Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap 

tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaaan yang bersifat relatif, 

dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan 

mengikuti  

kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada 

persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang 

telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

 Paksaaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat 

dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu 

paksaaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara 

tidak benar. 

 Tentang halnya kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak 

memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa  yang 

dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu harus dilihat pendapat doktrin 

yang telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat 

pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa 
                                                           

23 Ibid, hal. 23. 
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kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang – barang yang diperjanjikan 

yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal 

tersebut perjanjiann itu tidak akan diadakan. Jadi   sifat   pokok   dari   barang   

yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak—pihak 

yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian. 

 Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna 

menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa 

barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai 

pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang 

cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu 

harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya 

harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap. 

Misalnya si penjual lukisan harus  mengetahui bahwa si pembelinya 

mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah 

dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal 

penyanyi yang mengetahui  bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap 

telah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama 

namanya.24 

 Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas 

adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi 

                                                           
24 Ibid, hal. 24. 
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orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi 

tersebut adalah orang yang dimaksudkannya. 

 Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka 

pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat 

pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan 

oleh pihak lawannya. 

 Dalam hal penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar 

perbuatan melawan hukum atau sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUH 

Perdata. 

 Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut 

ditegaskan dalam Pasal 1328 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan 

ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu 

muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan 

mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian 

kebohongan. Karena  itu   muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada  

gambaran  yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk 

sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini 

dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita 

bedakan : 

1. Secara umum  dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara 

sah. 

2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinayatakan tidak cakap untuk 
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mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang 

menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara 

suami isteri. 

 Sedangkan perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan 

bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 

1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu : 

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa 

2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan 

3. Wanita yang bersuami 

 Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi 

kepentingan curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu 

sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada 

umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau 

ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam hukum harus dibantu 

atau mendapat izin dari suaminya. 

Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar 

sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah maritale macht. 

 Walau demikian, melihat kemajuan zaman dimana kaum wanita telah 

berjuang membela haknya yang dikenal dengan emansipasi, kiranya sudah 

tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan Surat Edarannya No. 3 

Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 

110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan 
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perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau 

bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi. 

 Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong 

tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka 

yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan 

bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak 

cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan 

bahwa  perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konskwensinya adalah 

segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap 

dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya 

hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. 

 Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan 

membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata 

tersebut, kiranya dapat diingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada 

hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan 

ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain.  

 Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari 

sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum 

dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada 

dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Sehingga logis 

apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang 

sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. 
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Kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat dalam arti orang – orang yang 

sungguh tidak ditaruh di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak 

sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya ataupun pada diri orang-orang 

yang masih di bawah umur. 

 Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah 

adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang 

diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang 

dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan  jenisnya (Pasal 

1333 KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi 

syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. 

 Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja 

yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang 

mereka buat itu. 

 ― Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat 

dilaksanakan , maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak 

dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (voidneiting) ―.25 

 Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 

KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab 

yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian 

itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu : 
                                                           

25 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 94. 
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― Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan 

hal yang mengakibatkan  hal sesuatu kedaan belaka. Selanjutnya beliau 

mengatakan dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi 

dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu‖.26 

 Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, 

dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. 

 Sebagai   contoh   dari   suatu   perjanjian    yang  mengandung causa 

yang terlarang, adalah si  penjual hanya  bersedia menjual pisaunya kalau  si  

pembeli  membunuh orang.27 

 Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu 

perjanjian telah   dikemukakan   terlebih  dahulu, yaitu syarat obyektif dan 

syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, 

perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat 

subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu 

salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perjanjian. 

 Dengan  perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi 

maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat obyektif yang tidak 

dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. 

                                                           
26 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur, Bandung, 1984, 

hal.36 
27 R. Subekti, Op.Cit, hal. 137. 
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D. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

 Jika ada dua orang mengadakan perjanjian, maka masing-masing 

mereka bertujuan untuk memperoleh prestasi dari pihak lawannya. Prestasi 

tersebut dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu. Perjanjian ini dibuat dengan maksud supaya dilaksanakan dan 

umumnya memang dilaksanakan. Masing-masing pihak harus melaksanakan 

apa yang disetujui dengan tepat. 

 ―Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

pada seseorang lain, atau dimana seorang saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal yang disepakatinya‖.28 

 Memiliki macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian 

itu dibagi dalam tiga macam,  yaitu : 

1. Perjanjian untuk memberikan, menyerahkan suatu barang. 

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu 

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. 

Hal yang seharusnya dilaksanakan itu disebut prestasi. 

 Dalam menentukan batas antara memberi dan berbuat sering kali 

menimbulkan keragu-raguan.  Walaupun  menurut  tata   bahasa bahwa  

memberi adalah berbuat, akan tetapi pada umumnya yang diartikan dengan 

memberi adalah menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas sesuatu 

benda. Misalnya penyerahan hak milik atas sebuah rumah atau memberi 
                                                           

28 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 78. 
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kenikmatan atas barang yang disewa kepada si penyewa. Adapun yang 

dimaksud dengan berbuat adalah setiap prestasi yang bersifat positif yang tidak 

berupa memberi, misalnya melukis. 

 Perjanjian untuk menyerahkan, memberikan sesuatu misalnya : jual 

beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai 

dan lain-lain. 

 Perjanjian untuk berbuat sesuatu misalnya : Perjanjian untuk membuat 

suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat suatu grasi, 

dan lain-lain sebagainya. 

 ― Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu misalnya : perjanjian untuk 

tidak membuat tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan 

yang sejenis dengan kepunyaan orang lain dan sebagainya ―.  

 Dalam hukum perjanjian, bagaimana jika salah satu pihak tidak 

menepati janjinya, dimana salah satu  pihak tidak dapat mewujudkan prestasi 

yang telah dijanjikan ? 

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan sesuatu, tidak terdapat petunjuk 

dalam undang-undang.   Sedangkan   dalam    perjanjian untuk berbuat sesuatu 

dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu , maka jika salah satu pihak 

wanprestasi, perjanjian itu dapat diexecutie secara riil. Artinya pihak yang lain 

dapat merealisasikan apa yang menjadi hak menurut perjanjian. 
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Bila para pihak tidak memenuhi perjanjian itu, maka perjanjian itu batal, 

sehingga salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak terdapat hak 

untuk merealisasikan apa yang menjadi haknya menurut undang-undang. 

 Dengan demikian si kreditur menurut undang-undang boleh dikuasakan 

supaya dia   sendirilah   mengusahakan    pelaksanaannya. Atau si kreditur 

berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan 

dengan perjanjian, dengan tidak mengurangi haknya untuk ganti kerugian. 

Misalnya : tembok yang didirikan dengan melanggar perjanjian, dapat 

dirobohkan. 

 Kreditur dalam hal ini adalah salah satu pihak yang ada di dalam suatu 

perjanjian, dan kreditur ini menempati posisi sebagai pihak yang memiliki 

piutang. Dan dalam praktek perjanjian hutang piutang, kreditur tersebut terdiri 

dari lembaga perbankan. 

 Dalam mengadakan suatu perjanjian, biasanya orang tidak mengatur 

atau menetapkan apa yang mejadi hak dan kewajiban mereka. Mereka hanya 

menetapkan hal-hal yang pokok saja, jadi untuk melaksanakan suatu perjanjian 

seharusnya lebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi 

perjanjian tersebut yang berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
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